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Tesisini membahas tentang kebijakan pemerintah daerah pada penanganan covid-19 berdasarkan studi
kasus di Sulawes Utara tahun 2020-2021. Saat Covid-19 disahkan menjadi bencana nasional non alam pada
awal tahun 2020 membuat pemerintah di seluruh negara yang terdampak untuk segara merespon dengan
mengambil langkah-langkah strategis. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjuang untuk membuat
berbagai strategis dan kebijakan untuk bisa melawan covid-19. Salah satu daerah di Indonesiayang
terdampak covid-19 yaitu Sulawesi Utara, dengan meningkatnya covid-19 mempengaruhi beberapa sector
penting yaitu perekonomian,Pendidikan, kesehatan di Sulawesi Utara. Pemerintah Sulawes Utaratelah
menerapkan berbagai kebijakan dan salah satu langkah yang dilakukan yaitu Kebijakan Pembatasan Sosial
BerskalaBesar (PSBB) untuk menekan jumlah kasus Covid-19 di Sulawes Utara. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisa kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah daerah Kota Manado dalam penanganan
covid-19 dan optimalisasi pencegahan penyebaran covid-19 pada Provins Sulawesi Utara serta Kota
Manado. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan Teknik pengumpulan data
menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan belum
sepenuhnya efektif dalam menangani Covid-19 di Sulawesi Utara serta Kota Manado dan optimalisasi di
Sulawesi Utara dan Kota Manado dalam segi peraturan, keputusan, surat edaran yang telah dikeluarkan
Gubernur,Walikota, dan Bupati bisa dikatakan sudah cukup optimal dalam pel aksanaanya karena bisa dilihat
dari hasil jumlah yang terpapar covid-19 dari tahun 2020 hingga 2021 terjadi penurunan yang baik. Tetapi
dari segi dana atau anggaran yang didapatkan pemerintah provinsi,kota maupun kabupaten masih kurang
transparan dalam perinciannya karena di dalam anggaran yang dikeluarkan hanya menyebutkan
nominalnnya saja tanpa memberi tahu rincian apa saja yang digunakan pada saat itu.

...... Thisthesis discusses local government policiesin handling Covid-19 based on case studiesin North
Sulawesi in 2020-2021. When Covid-19 was legalized as a non-natural national disaster in early 2020,
governmentsin all affected countries responded immediately by taking strategic steps. The central
government and local governments are struggling to make various strategies and policies to be able to fight
Covid-19. One of the areasin Indonesia that has been affected by Covid-19, namely North Sulawesi, with
increasing Covid-19 affecting several important sectors, namely the economy, education, health in North
Sulawesi. The North Sulawesi government has implemented various policies and one of the steps taken is
the Large-Scale Social Restrictions Policy (PSBB) to reduce the number of Covid-19 casesin North
Sulawesi. This study aims to analyze the policies that have been carried out by the local government of
Manado City in handling Covid-19 and optimizing the prevention of the spread of Covid-19 in North
Sulawesi Province and Manado City. This research is anormative juridical research with data collection
techniques using document studies and literature studies. The results of this study indicate that the policies
implemented have not been fully effective in dealing with Covid-19 in North Sulawes and the City of


https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920520507&lokasi=lokal

Manado and optimization in North Sulawes and the City of Manado in terms of regulations, decisions,
circulars that have been issued by the Governor, Mayor, and Regent can be said to have been it is quite
optimal in its implementation because it can be seen from the results that the number exposed to Covid-19
from 2020 to 2021 has seen a good decline. However, in terms of the funds or budget obtained by the
provincial, city and regency governments, thereis still alack of transparency in the detail s because the
issued budget only mentions the nominal amount without giving details on what was used at that time.



